Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.G/2013/PA .KIk.
BISMILILIAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut
atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Herniati binti Hura, Umur 35 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam,
Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Anawua,
Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka., sebagai Pemohon; -
Ali bin Rohi, Umur 36 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Tempat kediaman di Desa Anawua, Kecamatan Toari,

Kabupaten Kolaka., sebagai Termohon; ----------------------
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April
2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register

dengan Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.KIlk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1995, Pemohon dengan suami Pemohon bernama

Ali (Termohon), umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam,
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pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Anawua, melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam di wolayah KUA Watubangga;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Hura (ayah kandung

Pemohon) dan dengan saksi nikah 2 orang yang masing-masing bernama:---------

a. Usman B;

b. Ismail ;

3. Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

melnagsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pada setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Anawua, Kecamatan Watubangga,
Kabupaten Kolaka selama 6 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah
sendiri di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dan telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak

yang masing-masing bernama:

1. Lilies Sukarlina binti Ali, umur 17 tahun;

2. Citra binti Ali, umur 13 tahun;

3. Sinta binti Ali, umur 10 tahun;

4. Tksal bin Ali, umur 7 tahun;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula
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Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah

bercerai;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

karena tidak tercatat di register KUA Kecamatan Watubangga;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan
Agama Kolaka guna megurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan

Termohon serta sebagai bukti formil pernikahan Pemohon dan Termohon ;-------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Para
Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, yang

dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1995 di Desa Anawua, Kecamatan

Watubangga, Kabupaten Kolaka;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir
menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa setelah majelis hakim bertanya kepada Pemohon tentang

maksud permohonannya dan Pemohon menyatakan maksud permohonannya tersebut,

selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya
dan pencabutan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya patut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum

Syara® yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PA.Klk. telah selesai karena

dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada
hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 H
oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, BA.

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Munawar, S.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota II

Mahdys Syam, S.H. Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA.
Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 400.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 491.000,-
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